
BERITA DAERAH KOTA SAMARINDA 
SALINAN 

 
PERATURAN WALIKOTA SAMARINDA 

NOMOR 8 TAHUN 2013 
 

TENTANG 

 
PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA SAMARINDA NOMOR 44 TAHUN 2011 

TENTANG TATA CARA PERHITUNGAN DAN PENETAPAN NILAI SEWA REKLAME  
DALAM WILAYAH KOTA SAMARINDA 

 

WALIKOTA SAMARINDA, 
  

Menimbang  :  a.  bahwa Pajak Reklame merupakan salah satu Pendapatan Asli 
Daerah yang sangat penting, maka perlu ditingkatkan 
Penyelenggaraannya; 

b.  bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 Peraturan 
Daerah Nomor 04 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, perlu 
diatur tata cara perhitungan dan penetapan harga dasar pajak 

reklame; 

c.  bahwa berdasarkan observasi dan evaluasi terhadap 

perkembangan jenis, ukuran, dan nilai sewa reklame, perlu 
dilakukan penyesuaian Peraturan Walikota Nomor 44 Tahun 
2011 tentang Tata Cara Perhitungan dan Penetapan Nilai Sewa 

Reklame Dalam Wilayah Kota Samarinda yaitu khususnya 
Lampiran II tentang Ukuran atau Satuan Media Reklame , Batas 
atau Media Frekuensi dan Harga Satuan Reklame dan 

ditetapkan kembali untuk dilakukan penyesuaian  dan 
penyempurnaan; 

d.  bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu ditetapkan dalam 
Peraturan Walikota.  

 
Mengingat   :  1.  Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan 

Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang 
Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959  

Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 1820); 

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 
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dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang 
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 TAhun 2004 

tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia  Nomor 4844); 

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4); 

4. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah 

dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5049); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4578); 

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 

2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara 
Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintahan 
Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4737); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara 
Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah 
dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5161); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis 
Pajak Daerah yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala 
Daerah atau Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179); 

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006  tentang 

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 

Tahun 2007; 

10. Peraturan  Menteri Keuangan Nomor 148/PMK.07/2010 tentang 
Badan atau Perwakilan Lembaga Internasional yang Tidak 

Dikenakan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan 
Perkotaan; 

11. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 06 Tahun 2008 
tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan 
Pemerintahan Daerah Kota Samarinda Dalam Pelaksanaan 

Otonomi Daerah (Lembaran Daerah Kota Samarinda Tahun 
2008 Nomor 06 Seri D Nomor 03); 
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12. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 11 Tahun 2009 
tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran 

Daerah Kota Samarinda Tahun 2009 Nomor 11); 

13. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 04 Tahun 2011 
tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Samarinda Tahun 

2011 Nomor 04). 

 

 
MEMUTUSKAN : 

 

Menetapkan  : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS 
PERATURAN WALIKOTA SAMARINDA NOMOR 44 TAHUN 2011 
TENTANG PERATURAN WALIKOTA TENTANG TATA CARA 

PERHITUNGAN DAN PENETAPAN NILAI SEWA REKLAME DALAM 
WILAYAH KOTA SAMARINDA. 

 
Pasal I 

 

Mengubah Lampiran II Peraturan Walikota Samarinda Nomor 44 Tahun 2011 
tentang Tata Cara Perhitungan dan Penetapan Nilai Sewa Reklame Dalam wilayah 
Kota Samarinda, sehingga berbunyi sebagaimana Lampiran II Peraturan Walikota 

ini. 
Pasal II 

 
Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Samarinda. 

 
Ditetapkan di Samarinda 

pada tanggal 14 Februari 2013 

WALIKOTA SAMARINDA, 
 

                          ttd 
    H. SYAHARIE JA’ANG 

Diundangkan di Samarinda 
pada tanggal 14 Februari 2013 

SEKRETARIS DAERAH KOTA SAMARINDA, 
 

                             ttd 
     H. ZULFAKAR NOOR 

BERITA DAERAH KOTA SAMARINDA TAHUN 2013 NOMOR 8. 
 

Salinan sesuai dengan aslinya 
Sekretariat Daerah Kota Samarinda 

Kepala Bagian Hukum 

 
ttd 

 
   SUPARMI, SH, MH. 

    Nip. 196905121989032009  

 


